SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG

TIM SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

1.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

bahwa untuk melaksanakan Pencegahan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
sesuai dengan  mekanisme = pelaksanaan, perlu
menetapkan Tim Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Tentang Tim Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The
Elimination of All Forms of Discriminations Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nommor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3277);



-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan  Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);



10.

11.
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Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilhan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 172);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun
2024 Tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Di

komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Selatan Tentang Tim Satgas Pencegahan Kekerasan
Seksual Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025.

Membentuk Tim Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2025;

Mengangkat Para Pejabat dan Personil Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang
Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, disamping
tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk

dalam kedudukan seperti tercantum dalam keputusan ini;

Masa Kerja Tim Satgas Pencegahan Narkoba sebagaimana
dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan berakhirnya masa Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Labuha
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
Ttd.
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

HALMAHERA SELATAN

Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TIM SATGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025

NAMA-NAMA TIM SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2025

NO. NAMA JABATAN
1. Tabrid S Thalib Ketua
2, Munzir Daeng Abdullah Anggota
3. Bahrun Mustafa Anggota
4. Hendra Kamarullah Anggota
o, Faisal Rumpai Anggota
6. Risawinarti Halil Sekretaris
7. Emy Mustafa Kasubag
8. Tri Devanaya Sadik Kasubag
9. Novitaningrum Eka Putri Staff
10. | Fahris Ibrahim M Staff
11. | Sahistya Jati Staff
12. | Muhammad Ghozi Al Wafi Staff
13. | Dita Riskia Ridwan Staff

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

TABRID S. THALIB

IAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
HALMAHERA SELATAN



